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Pemecatan Sri Roso Harus
Diikuti Tindakan Hukum

SK Pemecatan Belum Diterima DPRD Bantul

Yogya, YP

enyusul keputusan Mendagri Syarwan Ha-
rhli\g dgr?gan tegpas telah memecat Bupati Bantul
Kol (Art) Sri Roso Sudarmo dalam kasus suap
Rpl Milyar untuk jabatan kedua kalinya, kini
berbagal tanggapan positif terus mengalir ant-

ara lain
Yogyakarta dan DPRD Bantul.
LBH Yogyakarta selaku itu hendaknya juga diikuti
kuasa hukum Ny Mar- oleh Surat Keputusan (SK)
siyem-isteri  wartawan emberhentian dari

Fuad Muhmmad Syafrud-
din alias Udin menilai bah-
Wa pemecatan Sri Roso Su-
darmo dari jabatan Bupati
Bantul merupakan tinda-

_kan yang tepat.

“Seharusnya pemecatan
tersebut dikembangkan
dengan tindakan hukum
kepada siapapun Jjuga yang
diduga terlibat kroni-kro.
ninya dalam praktik kolu.

si, korupsi dan nepotisme

(KKN) * dengan tidak
melakukan diskriminasi,”
kata A Budi Hartono Kz
Humas LBH Yogyakarta
dalam siaran persnya, tadi

malam.

Dikatakan, pemecatan
Bupati Bantul wajib segera
dilakukan proses hukum
militer digelar dimana Sri
Roso masih dinas aktif mi-
liter berpangkat kolonel.
Perlu juga segera pihakber-
wenang untuk mengusut
harta kekayaan Sri Roso
yang diduga dari hasil prak-
tik haram selama menjabat
bupati, untuk dikembali-
kan kepada negara.

“Walau kemungkinan
harta kekayaan tersebut
apabila ada sudah ‘dirapi-
kan’ oleh yang bersangk::-
tan karena proses hukum
{){‘mm"&ialan Sri Roso sangat
erlambat dalam penega-
kan hukum,” urainya.

Sementara DPRD) Ban-
tul menyambut baik ter-
hadap keputusan Mendagri
yang memecat Sri Roso Su-

darmo bersama 10 Bupati/ -

Walikota se Indonesia yang
terlibat KKN. “Tetapi hal

Mendagri kepada Pemda
Bantul melalui Gubernur
DIY,” kata Wakil Ketua
DPRD Bantul, Drs H Roha-
di di ruang kerjanya, ke-
marin siang.

Namun hingga saat ini,
lanjut Rohadi, pihaknya be-
lum menerima SK tersebut,
sehingga dewan juga belum
mengadakan tindakan leb-
ih lanjut. Sebenarnya
masalah ini telah lama di-
ajukan kepada Mendagri,
karena Sri Roso Sudarmo
vang dilantik sebagai Bu-
pati periede 1996-2001
tanggal 10 Juni 1996, yang
menjajikan untuk mem-
herikan imbalan kepada

Yayasan Dharmais Rp1 Mi-
lyar bila dipilih menjadi
bupati untuk kedua kalin-

ya.
Apa yang dilakukan Sri
Roso jelas melanggar sump-
ah janji penganggakatan Jja-
batan di antaranya berbu-
nyi Tidak akan memberi-
kan sesvatu atau Janji dan
menerime imbalan kepada
pihak lain Terhadap
masalah tersebut terpaksa
Bupati Bentul H Sri Roso
Sudarmo di non aktifkan
Dengan terbongkarnya
kasus tersebut, pihak
DPRD Bantul segera men-
gadakan pemeriksaan ter-
hadap Sri Roso Sudarmo,
{ang hasilnya telah di-
aporkan kepada Menda-
gri, kalau bersalah silah-
kan akan diberikan hukuy.
man apa, Mun%kin huku-
man yang paling tepat
anya memberhentikan
karena jelas terkena KKN A

dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH),

ujar Drs H Rohadi ter-
hadap munculnya berita di
berbagai media Pers itu
warga masyarakat bisa
mempersiapkan segera
menjaring dan mencari ca-
lon Bupati yang benar-be-
nar aspiratif dan terbaik
dan pantas untuk me-
mangku jabatan Bupati

perode mendatang.

Para jago Bupati dari
masyarakat hendaknya
Jjuga dimunculkan melalui
Pers sehingga akan diketu-
hui secara umum akan ke-
baikan dan kelemahannya.
Karena untuk penjarin
saat harus benar-benar
bawah yang penuh aspira-
tif.

Namun jika warga
masyarakat menemukan
kelemahan dari sang jago
Bupati tersebut hendaknya
jangan di muat di pers cuk-
up di berikan saja kepada

DPRD Bantul akan dijadi- -

kan sebagai bahan pertim-
bangan dalam pemilihan
nanti. Karena DPRD yang
akan melaksanakan pemil-
ihan.

Bahkan pihak DPRD
Bantul juga sangat men-
dukung jika SK Pem-
berhentian tersebut segera
di terima, yang nantinya
akan segera di bentuk pan-
itia pemilihan, lebih cepat
lebih baik, Ujarnya.

“Silahkan saja
masyarakat mulai mencari
Jago Bupati yang diumum-
kan melalui Pers, karena
hal itu harus benar-benar
aspiratif dari bawah,” tam-
bahnya. (asp/yan) Jy

"INDOK LBH YOGYAKARTA
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Pemecatan Sri Roso Sudarmo disambut gembira

”Gubernur juga harus
usut Noto Suwito”’

Yogyakrta (Espos)

Kilai.can DPRD I DIY menyambut gembira peme-
catai Kol (Art) Sri Rose Sudarmo dari jabatan Bupati Ke-
pala Daerah Tk II Bantul. Bahkan muncul harapan agar
Kepala Desa Argomulyo Kecamatan Godean, R Noto
Suwito juga dikenai sanksi serupa karena dianggap terli-
bat. Reaksi serupa juga ditunjukkan LBH Yogyakarta.

Para wikil rakyat itu menilai Sr
Roso Sudarmo memang lavak di-
pecat. Byhkan Wakil Ketua DP-
RD I DIY H Herman Abdurah-
man SH menilai pemecatan ter-
sebut terlambat dilakukan. Se-
hab, lanjut Herman, bukt-bukt
keterlibatan Sri Roso dalam
Korupsi, kolusi dan nepotisme
(KKN) itu sebenarnva sudah
diketahui saat terpilih untuk
kedig kaliva,

Tetapl yang terpenting saat
it adikah menindaklajuti proses
ity terhadap Sri Roso Suda

1. Pemerintah —dalam hal ind

aparat penegak hukum— harus

berani memeriksa kasus-Kasus

KKN vang dilakukannya dan

pemieriksaan itu harus dilan-

jiitkan Kepada Kroni-kroninya,”
fegas Abdurahman SH yang juga
seorang pengacara senior itu.

\ Menurut Herman yang terlibat

KKN dalam pemilihan Bupati
KDH II Bantul pada tahun 1996,
menurut Herman, bukan hanya
St Roso Sudarmo. KKN itu, tegas
dia, juga melibatkan aparat peme-
rintah di bawahnya, termasuk R
Noto Suwito (Adik mantan presi-
den RI I terguling, Soeharto) yang
menjabat sebagai Kepala Desa
Argomnlyo Kecamatan Godean.

"Vang paling pokok dalam KKN
dengan Sri Roso, ya Suwito itu.
Rarena dia penghubung uang su-
ap Rp 1 miliarmya ke Yayasan Dar-
ma 1di Bupati Bantu] untuk
a kalinva. Sekarang tinggal
Gubernur DIY, berani nggak me-
ngustt atau bahkan memecatnya.
Kalau masalah bukti itu sudah
ielas dari dulu ada. Pokoknya ting-
gal kemauan saja,” katanya.

Dia menegaskan, meskipun pe-
mecatan Sri Roso Sudarmo sudah
dilakukan secara resmi oleh

Depdagn, namun proses hukum
harus tetap dijalankan sesuai
dengan prosedurnya. "Yang pen-
ting pemecatan itu sebenarmya ter-
letak pada penegakkan hu
kumnya. Karena selama Orde B
ru ini merajalelanya KKN itu aki
bat penegakkan yvang tidak ada.”
Senada, anggota FPP DPRD
II Bantul Drs Subagyo menang-
gapi kabar pemecatan Sri Roso
Sudarmo itu dengan mengata-
lian bahwa hal itu merupakan
keberhasilan tahap pertama.
Sebab menurutnya, masih pan-
jang proses vang harus dilalui
oleh Sri Roso Sudarmo, terutama
proses hukumnya.
Dalang

Selain KKN, Herman menan-
bahkan, pengusutan Sri Ros
juga harus dikaitkan denga
kasus pembunuhan wartawan
Bernas Fuad Muhammad Sya-
frudin alias Udin. "Udin mati aki-
bat keberaniannya menulis beri-
ta tentang KKN-nya Sri Roso ™

Subagyo lebih lanjut juga me-
ngatakan bahwa mantan Bupati
Bantul yang bersama Siwito
diduga sebagai dalang sekaligus
otak tewasnya Udin itu harus
segera diadili. "Bukti KKN sudah

jelas. Tinggal mengusut orang
Juin yang diajaknya. Karena tidak
mungkin Sri Roso melakukan
KKN sendiran,” tandasnya.

ILBH Yogyakarta melalui
Direkturnyva, Budi Santoso pun
menganggap pemecatan Sri Roso
itu semakin memperkuat indikasi
bahwa selama berkuasa di
Bantul, Sri Roso memang terkait
dengan kasus Udin. Kol (Art) Sri
Roso Sudarmo dinonaktifkan dari
jabatannya sejak 10 Mei 1998 lalu.

Keputusan Mendagri itu
dilakukan agar pemeriksaan ter-
hadapnya dapat dilakukan lebih
mudah. Ketika itu, Sri Roso harus
menjalani beberapa pemeriksaan
berkait dengan janji suapkepada
Yavasan Dharmais sebesar Rp 1
miliar. Selain di Polda DLY, Sri
Roso juga diperiksa oleh.Denpom
IV/2 Yogyakarta.

"Pemecatan Sri Roso tidak se-
cara langsung berpengaruh pada
penuntasan kasus Udin,” kata
Direktur LBH Yogyakarta, Budi
Santoso kepada wartawan, Rabu

(29/12). Sekalipun secara defini-~

if tidak lagi menjabat sebagai
Bupati Bantul, namun proses
pemeriksaan terhadap Sri Roso
tetap harus diteruskan. (yur/tor)
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